BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahsan, maka dapat ditarik

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Peran pemerintah di Desa Karya Indah dalam mengatasi perkawinan dibawah
umur sudah dilaksanakan cukup baik, peran yang dilakukan pada masyarkat yaitu
dengan melaksanakan pemberdayaan pada masyarkat yaitu memberikan

pembinaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Desa Karya
Indah antara lain: faktor ekonomi yakni keadaan masyarkat yang berada digaris
kemiskinan maka mereka menikahkan anak gadis mereka dengan laki-laki yang
berasal dari keluarga berharta, kemudian pendidikan rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat membuat pola pikir mereka tertinggal sehingga mereka
hidup seperti dijaman siti nurbaya, kemudian kemauan sendiri dengan dalil salung
mencintai akhirnya kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah, kemudian
hamil diluar nikah untuk menutupi aib keluarga jalan satu-satunya anak yang masi
dibawah umur ini harus dinikahkan dan terakhir faktor lingkungan tempat
tinggal(sosial) karena keadaan masyarakat yang menggap perkawinan dibawah
umur adalah hal yang biasa dan juga didorong oleh ekonomi lemah serta
rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi kebiasaan melangsung

perkawinan dibawah umur.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi perkawinan dibawah umur antara lain:
pengembangan sumber daya manusia agar pola pikir masyarakat berkembang,
kemudian sosialisasi agar masyarakat mengetahui undang-undang perkawinan dan
yang terakhir pengembangan ekonomi kerakyatan agar pendapatan masyarkat
meningkat sehingga budaya perkawinan dibawah umur akan hilang sebeb
masyarkat sudah bisa memenuhi kehidupan sehari-hari tampa harus menikahkan

anaknya dengan laki-laki yang punya harta.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukan saran-saran sebagai beriku:

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan peranannya dalam melakukan
pemberdayaan dan pembinaan lebih memperhatiakan dengan detail faktor
penyebab perkawinan dibawah umur, dan harus lebuh berupaya dalam mengatasi
masalah perkawinan dibawah umur, khususnya untuk sosialisasi lebih
dikembangkan lagi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengatasi

perkawinan dibawah umur seperti pihak kesehatan, Kau dan Pengadilan Agama.

2. Pemerintah Desa harusnya merubah suasana desa dengan membuat kegiatan
kesenian dan olahraga yang akan mendorong potensi masyarkat dan membawa

nilai-nilai positif pada masyarakat.
3. Bagi Masyarakat

- harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan karena

pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan

- hindari perkawinan dibawah umur karena berbahaya untuk kesehatan reproduksi
ketika hamil, belum siap mental sebab emosi belum mampu dikontrol dan belum

siap secara materi karena masi bergantung pada orang tua

- Guna mewujudkan tujuan perkawinan , yaitu membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang
hendak melangsungkan perkawinan dibawah umur dipertimbangkan lebih dahulu
dengan akal sehat dan dipertimbangkan segi keuntungan dan kerugian(Manfaat

dan Mudharatnya).
4. Bagi Orang Tua

- Para orang tua memberiakan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti
penring pendidikan untuk merai masa depan dan menganjurkan supaya anaknya
melanjutkan sekolah dan jangan terburu buru unutk melangsungkan perkawinan

dibawah umur sebelum benar-benar siap secara fisik, mental dan materi.
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- Memberikan Pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak pada usia
yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan-jalan
satu-satunya. Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada putra-
putrinya untuk tetap melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal
untuk mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan

keuarga tampa bergantung pada orang tua.

5. Bagi Kantor Urusan Agama dan pengadilan Agama harusnya turun untuk
melakuka sosialisasi sampai pada tingkatan desa karena kasus yang terjadi ada di
desa agar masyarakat lebih mengetahui asensi perkawinan yang bahagia dan kekal

berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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